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ABSTRAK

Fenomena kemiskinan siidah lama terjadi. PBB mencanangkcin pemberantasan
kemiskian dan kelaparcin tahun 2001 dan Indonesia sudah melakiikan lungkah-
langkah dengan membentuk Team Nasional Percepatan Penangulangan
Kemiskinan (TNPPK) tahun 2010. Kabupaten dan Kota Jawa Tengah jug a telah
melakukan langka-langkah penangulangan kemiskinan. tapi belum terkoordinasi
dengan baik. Dalam penelitian ini dianalisis usaha-usaha gang telah dilakukan
terhadap penduduk miskin (Y) dengan melihat variabel Pendapatan Daerah (Xi),
Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (X2) dan Indeks Pembangunan
Manusia (X3). Hasil  penelitian menunjukkan peningkatan gang signifikan dengan
hasil Y = 200,702 - 2,947X1 - 3,175X2 - 2,437X3
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PENDAHULUAN

Kemiskinan di dunia telah berlangsung
sejak dulu. Walaupun telah dilakukan
berbagai upaya untuk menanggulanginya,
namun sampai saat ini masih terdapat
lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia yang
hidup dengan pendapatan kurang dari satu
dolar per hari. Terlebih bagi Indonesia,
sebagai sebuah negara berkembang,
masalah kemiskinan menjadi
permasalahan yang sangat penting dan
pokok. Secara khusus di daerah perkotaan
dan pedesaan, kemiskinan dan
pengangguran menjadi permasalahan yang

sangat krusial dan sulit untuk
ditanggulangi.

Menurut Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas),
sampai Maret 2012, tingkat kemiskinan
telah turun menjadin,96% (29,13 juta
jiwa). Sebelumnya, sampai dengan Maret
2011, tingkat kemiskinan nasional
menurun hingga 12,49%, dari 13,33% pada
tahun 2010. Selanjutnya, pada periode
September 2011, tingkat kemiskinan
menurun lagi menjadi 12,36%. Data
tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan
di Indonesia sangat memprihatinkan
meskipun dalam beberapa tahun terakhir
mengalami penurunan.

Dalam rangka usaha tersebut
pemerintah telah merancang
pembangunan yang diharapkan dapat
mengurangi tingkat kemiskinan di
daerah/kota dengan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan usaha-usaha
lain.

Pertumbuhan ekonomi di sisi lain tidak

mengentaskan kemiskinan. Tingkat
pengangguran di Nigeria selama 30 tahun,
misalnya, memperburuk masalah itu.
Untuk pengentasan kemiskinan dan
pengurangan pengangguran diperlukan
kondisi yang strategis, disertai dengan
kebijakan yang disengaja. Pola
pertumbuhan di Nigeria perlu diubah
sehingga masyarakat miskin di daerah
pedesaan dan perkotaan dapat
berpartisipasi dalam proses tersebut
(Osinubi, 2005).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah dan lain-lain diharapkan
dapat meningkatkan belanja modal
pemerintah daerah sehingga kualitas
pelayanan publik semakin baik . Setiap
daerah mempunyai kemampuan keuangan
yang tidak sama dalam mendanai
kegiatan-kegiatannya, sehingga
menimbulkan ketimpangan fiskal antara
satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh
karena itu, untuk mengatasi ketimpangan
fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana
yang bersumber dari APBN untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam
pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu dana perimbangan dari
pemerintah ini adalah Dana Alokasi
Umum (DAU) yang pengalokasiannya
menekankan aspek pemerataan dan
keadilan yang selaras dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan
(UU 32/2004). Dana transfer dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah
selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus

(DAK) yaitu dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional (UU
No. 33 tahun 2004).

Penggunaan DAK diatur oleh
pemerintah pusat dan hanya digunakan
untuk kegiatan pendidikan, kesehatan,
keluarga berencana, infrastruktur jalan
dan jembatan, infrastruktur irigasi,
infrastruktur air minum dan sanitasi,

prasarana pemerintah daerah, lingkungan
hidup, kehutanan, sarana prasarana
pedesaan, perdagangan, pertanian serta
perikanan dan kelautan yang semuanya
itu termasuk dalam komponen belanja
modal. Pemerintah daerah diwajibkan
untuk mengalokasikan dana pendamping
sebesar 10% dari nilai DAK yang
diterimanya untuk mendanai kegiatan
fisik.

DAU, DAK, PAD dan PDRB
berpengaruh terhadap belanja modal

pemerintah daerah kabupaten/kota di
Indonesia. Hal ini menandakan bahwa

manajemen pengeluaran pemerintah
daerah, khusunya dalam hal alokasi
belanja modal pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia sangat
tergantung pada alokasi dana dari
pemerintah pusat (Tuasikal,Askam, 2008)

Pendapatan Asli Daerah tidak
berpengaruh terhadap Anggaran Belanja
Modal karena Pendapatan Asli Daerah
lebih banyak digunakan untuk membiayai
belanja pegawai dan biaya langsung
lainnya dari pada untuk membiayai
Belanja Modal seperti terlihat pada
lampiran Anggaran Belanja (Putro,
Nugroho, dan Pamudji, 2009)

Pendapatan Asli Daerah sangat
berpengaruh terhadap pendapatan per
kapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi
masih kurang merata sehingga masih
terdapat banyak ketimpangan/jarak
ekonomi antar daerah (Harianto, dan Adi,
2007)

Penelitian dari Budi Santoso (2013)
terhadap kemiskinan di 33 propinsi
menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK dan
DBH berpengaruh terhadap penurunan
jumlah kemiskinan daerah, berbeda halnva
dengan pertumbuhan ekonomi daerah
vang tidak berpengaruh terhadap
penurunan kemiskinan daerah. Dari
analisis antar variabel secara tidak

langsung terdapat pengaruh PAD, DAU,
DAK maupun DBH terhadap penurunan
penganguran maupun kemiskinan melalui
peningkatan pertumbuhan ekonomi
daerah.

Dampak peningkatan subsidi (DAU
dan DAK) pada kemiskinan menunjukkan
penurunan yang signifikan, khususnya
area pedesaan. Kebijakan transfer
pendapatan menurunkan angka
kemiskinan secara langsung khususnya di
daerah pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari
seluruh indikator kemiskinan seperti head
count index, poverty depth dan poverty
severity yang telah meningkat, terkecuali
rumah tangga perkotaan (Maipita, Indra,
2010).

Berdasarkan Indeks Pembangunan
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